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KEMENDAGRI. Jafung Polisi Pamong Praja.
Pembinaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Menimbang

Mengingat

POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi
pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya;

bahwa tugas instansi pembina perlu diatur sebagai
pedoman pengelolaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan
Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong

Praja;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa  kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 409);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan
Nomor 9 tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun Tahun 2015 Nomor 265);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur  Pemerintahan  Dalam  Negeri  Berbasis
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Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
POLISTI PAMONG PRAJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan
kegiatan penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.

3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP
adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah
Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dalam
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
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10.

11.

12.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi
dan Perda kabupaten/kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Tim Penilai Angka Kredit Pol PP yang selanjutnya disebut
Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai
prestasi kerja Pol PP.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang
bersangkutan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di
bidang tugas Pol PP.

Pengembangan Kompetensi Pol PP adalah pengembangan
kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan standar
kompetensi Pol PP atau analisis kebutuhan
Pengembangan Kompetensi Pol PP.

Pengembangan Kompetensi Teknis Pol PP adalah diklat
yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi
umum dan/atau kompetensi inti Pol PP sesuai dengan
standar kompetensi bagi aparatur sipil negara yang
melaksanakan tugas pada Sat Pol PP.

Pengembangan Kompetensi Fungsional Pol PP adalah
diklat yang dilaksanakan sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional Pol PP untuk meningkatkan kompetensi Pol PP
sesuai dengan analisis kebutuhan Pengembangan

Kompetensi bagi pejabat fungsional Pol PP yang
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melaksanakan tugas pada Sat Pol PP.

Diklat Fungsional adalah diklat yang wajib diikuti oleh
pejabat Fungsional Pol PP untuk memenuhi persyaratan
menduduki jabatan fungsional jenjang terampil dan
jenjang ahli serta yang akan naik dalam jabatan dari Pol
PP jenjang terampil menjadi Pol PP jenjang ahli.

Surat Tanda Tamat Pengembangan Kompetensi yang
selanjutnya disingkat STTPK adalah surat tanda lulus
bagi aparatur sipil negara yang telah mengikuti
Pengembangan Kompetensi.

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka
kredit butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan
dibuat oleh seorang Pol PP.

Perangkat Pembelajaran adalah dokumen standar
pembelajaran atau kurikulum yang menjadi buku
pegangan penyelenggara, fasilitator dan peserta yang
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan
pengembangan kompetensi urusan pemerintahan dalam
negeri.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Instansi Pembina adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II
TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Menteri berwenang sebagai pembina Jabatan Fungsional
Pol PP.

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia
Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan

fungsi.
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